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ABSTRAK
Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proyek pengadaan barang dan
jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagaimanakah
penegakkan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode normatif yaitu melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep
penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya
dibandingkan dengan fakta yang terjadi dikehidupan masyarakat khususnya di wilayah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum kabupaten
penajam paser utara adalah melalui Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara
elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi pelaksanaan pengadan barang dan jasa yang
tidak melalui prosedur dan hingga sampai saat ini belum diproses secara hukum sehingga
menyebabkan kerugian negara. Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis
kegiatan pada dinas pekerjaan umum adalah penanganan yang kurang optimal dalam hal kesulitan
yang dialami untuk mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat
dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan
yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik, belum jelasnya apa yang dikategotikan
pelelangan, seleksi atas penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan
diantara kalangan aparat sendiri, agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin
kepastian hukum.

Kata Kunci: Barang dan jasa, pemerintah, hukum

ABSTRACT
This research was proposed to find out how the government goods and services procurement
project is implemented at the North Penajam Paser Regency Public Works Department and
how the law is enforced against Technical Implementing Officials of Activities in government
goods and services procurement projects which are carried out without a tender process. The
research was carried out using a normative method, namely through legal research using
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implementation concepts sourced from a series of statutory regulations and then compared
with facts that occur in people's lives, especially in the North Penajam Paser Regency Public
Works Department area. From the research results, it can be concluded that the
implementation of the government goods and services procurement project at the North
Penajam Paser Regency public works office is through electronic procurement of government
goods and services. However, in its implementation there is still procurement of goods and
services that does not go through procedures and to date has not been legally processed,
causing state losses. Meanwhile, law enforcement against officials implementing technical
activities at the public works department is less than optimal in terms of the difficulties
experienced in finding accurate evidence, the difficulty of determining suspected perpetrators
involved in implementing government procurement projects for goods and services without
tenders, and the reports submitted are often rejected. or not forwarded by the investigator, it
is not yet clear what is categorized in the auction, selection of direct and indirect
appointments, giving rise to differences among the officers themselves, in order to further
improve case resolution and guarantee legal certainty..

Keyword: Goods and services, government, law

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan
jasa oleh Kementerian, Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi lainnya
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah pada huruf a, b, dan c juga tidak berpotensi terhadap timbulnya persekongkolan,
korupsi dan poli dalam tender yang berdampak pada persainganxusaha tidakxsehat yang
diaturxdalam Undang-UndangxNomor 5 Tahunx1999 tentangxLarangan PraktekxMonopoli
danxPersaingan UsahaxTidak Sehat,xhasilnya dapatxdipertanggungjawabkan baikxdari segi
fisik,xkeuangan maupunxmanfaatnya bagixkelancaran tugasxPemerintah danxpelayanan
masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah diatur dalam Pasal 1 Angka
PeraturanxPemerintah Nomorx6 Tahunx2006 tentangxPengelolaan BarangxMilik
Negaraxatau Daerahxadalah semuaxbarang yangxdibeli atau diperolehxatas bebanxAPBD
atauxberasal dari perolehanxlainnya yangxsah. Barangxmilik negaraxatau daerahxdapat
ditetapkanxstatus penggunaannyaxuntuk penyelenggaraanxtugas pokokxdan
fungsixKementrian Negara, lembagaxatau satuanxkerja perangkatxdaerah,
untukxdioperasikan olehxpihak lainxdalam rangkaxmenjalankan pelayananxumum
sesuaixtugas pokokxdan fungsixkementerian negara, lembagaxatau satuanxkerja
perangkatxdaerah yangxbersangkutan sebagaimanaxdimaksud pada Pasalx15
PeraturanxPemerintah RepublikxIndonesia Nomorx6 Tahunx2006 tentang
PengelolaanxBarang MilikxNegara danxDaerah.

Dalam melaksanakan pekerjaan tender pejabat pelaksana teknis kegiatan memiliki
tanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sarana, prasarana, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang
dan jasa serta terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dalam pelaksanaan tender
juga memperhatikan pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam proses pelaksanaan
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pekerjaan, serta memperhatikan sumber pembiayaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomos 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Pasal 2 angka 1 yaitu
Ruang lingkup Peraturan Presiden diklasifikasikan menjadi dua, yakni:

a. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Komisi, Lembaga, Daerah dan Instansi
yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau
APBD.

b. Pengadaan barang untuk inventaris di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagaian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD.

Pemerintah memiliki prinsip dasar yaituxpengadaan barangxdan jasaxharus diusahakan
denganxmenggunakan danaxdan dayaxyang terbatasxuntuk mencapaixsarana yangxditetapkan
dalamxwaktu sesingkat-singkatnyaxdan dapatxdipertanggungjawabkan, pengadaanxbarang
dan jasa harusxsesuai denganxkebutuhan yangxtelah ditetapkanxdan dapatxmemberikan
manfaatxyang sebesar- besarnyaxsesuai denganxsarana yangxditetapkan, pengadaanxbarang
danxjasa yangxterbuka bagixpenyedia barangxdan jasaxyang memenuhixpersyaratan dan
dilakukanxmelalui persainganxusaha yangxsehat dixantara penyediaxbarang danxjasa yang
terteraxdan memenuhixsyarat danxkriteria testemuxberedasarkan ketentuanxatau prosedur
yangxjelas danxtransparan terhadapxsemua ketentuanxdan informasixmengenai pengadaan
barangxdan jasa,xtermasuk syaratxteknis administrasixpengadaan, tutaxcara evaluasi,xhasil
evaluasi,xpenetapan calonxpenyedia barangxdan jasa,xsifatnya terbukaxbagi
pesertaxpenyedia barangxdan jasaxyang berminatxserta bagixmasyarakat luasxpada
umumnya,xadil memberikan perlakuanxyang samaxbagi semuaxcalon penyediaxbarang
danxjasa danxtidak keuntungan kepadaxpihak tertentu,xdengan caraxdan atauxalasan
apapun,xbarang danxjasa harusxmencapai saranaxbaik fisikxkeuangan maupunxmanfaat
bagixkelancaran pelaksana tugasxumum pemerintahanxdan pelayananxmasyarakat
sesuaixdengan prinsip-prinsipxserta ketemuanxyang berlakuxdalam pengadaanxbarang
danxjasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk proyek dengan
Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBN/APBD) yang bernilai besar di atas Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),
harus melalui tender terbuka dan dilandasi dari kontrak kerja. Kecuali sifat proyeknya
diswakelolakan yang berarti pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan
diawasi sendiri.

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tanpa proses tender ini
ternyata tidak hanya terjadi di kota besar saja yang perkembangan dan kesadaran hukumnya
telatif lebih maju, tetapi pelanggaran Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa ini juga
terjadi di beberapa kabupaten yang perkembangan dan kesadaran hukum tidak begitu besar,
perbuatan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barnaga dan jasa yang
bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara yang
menghambat persaingan usaha Perbuatan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek
pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender ini sudah ada sejak beberapa tahun
yang lalu, seperti yang terjadi di Kota Makassar tentang proyek rehabilitas gedung DPRD
Makassar dipersoalkan anggota dewan karena dinilai tidak transparan, apalagi tidak dilakukan
tender terbuka, padahal proyek tersebut bernilai sekitar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
proyek tersebut yang rencananya akan memperbaiki gedung dewan dari lantai satu hingga
lantai dua yang akhirnya menuai protes dari kalangan wakil rakyat Hal ini disebabkan karena
sistem pekerjaanya dinilai tidak transparan dan proyek itu dikerjakan oleh perusahaan rekan
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milik oknum anggota dewan yang memiliki koneksi dekat ke Panitia Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Makassar, untuk menyiasati pelaksanaan
proyek pengadaan barang dan jasa agar tidak dilaksanakan tender dengan memecah proyek
pengerjaan sehingga bernilai kecil, padahal jika dikalkulasikan proyek yang dipecah-pecah ini
bernilai ratusan juta mungkin mencapai miliaran rupiah bahkan proyek ini dikerjakan sebelum
dilaksanakan tender dengan alasan swakelola oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
Proyek rehabilitas gedung DPRD Makassar ini seharusnya dihentikan, karena tidak sesuai
dengan prosedur Mestinya, sebelum dikerjakan sekwan melakukan pemberitahuan kekomisi
yang terkait, supaya bisa diketahui spesifikasi pekerjaannya seperti apa, sebelum ada
kejelasan, apalagi jika terbukti nilai pembiayaan rehabilitas gedung DPR lebih besar.

Dari uraian fakta di atas kasus pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa tender tidak
diproses di pengadilan dan tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang berlaku seperti aturan sanksi administratif, berupa perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat yang terbukti.4 Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Saksi
administratif yang dimaksud adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan atau merugikan masyarakat, penetapan
pembayaran ganti rugi komisi persaingan usaha memiliki kewewenangan untuk memberi
sanksi administatif di dasar pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan Komisi berwewenang
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar
peraturan ini Sanksi tersebut diberikan tidak hanya pada pelaku usaha saja melainkan pada
pada pejabat-pejabat terkait yang terlibat dalam proyek tanpa tender tersebut sesuai peraturan
yang berlaku, Banyak kasus pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa tanpa tender
diproses sampai pengadilan, tetapi dari kasus-kasus itu para pejabat pelaksana teknis kegiatan
atau anggota dewan tidak diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan undang- undang
yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pejabat pelaksana teknis
kegiatan.5 Proyek tanpa tender ini sebagai wujud penegakan hukum yang serius da wilaya
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Kabupaten atau Kota, sehingga kasus serupa tidak terulang
kembali, sebab jika dibiarkan terus menerus akan sangat meresahkan masyarakat dan
menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan analisis di atas, pelaksanaan proyek pengaduan barang dan jasa pemerintah
tanpa tender menimbulkan dampak negatif bagi negara, penyimpangan mekanisme yang
berujung terjadinya potensi kerugian negara dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat karena dinilai tidak transparan dan tidak dilakukan tender secara terbuka, selain itu juga
proyek yang bernilai betar tanpa tender dan tidak memiliki kontrak kerja sudah masuk untur
melawan hukum Pelanggaran ini adalah salah satu bentuk kerentanan posisi hukum, utamanya
terhadap pelaksanaan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Rumusan Masalah

4 http://www.makassarterkini.com/index.php/option=com_content&view articolid 2479 proyek-tanpa-tender-
sudah-tradisi&catid-44 info-terkini&itemid-139, 25 Juni 2011.
5 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Schal
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Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam
pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa melalui
tender pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif erupa untuk

menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam
pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulisan ini juga didukung
dengan data empiris mengenai pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dan
pertanggungjawaban hukum pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan
tanpa proses tender yang menimbulkan dampak negatif bagi negara. Penggunaan data empirik
dimaksudkan untuk mendukung beberapa hal yang berhubungan dengan pertanyaan dalam
penelitian ini, seperti batas kewenangan yang dimiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
pertanggungjawaban pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam proyek yang dilakukan tanpa
tender, termasuk pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Tentang Barang dan Jasa

Barangxdan jasaxmempunyai definisixyang sangatxluas darixkehidupan kitaxsehari-hari.
Karenaxpada dasarnyaxbarang danxjasa merupakanxfaktor yangxtidak dapatxdipisahkan
dalamxkehidupan manusia,xluasnya pengertianxbarang danxjasa menyebabkanxtimbul
banyakxasumsi yangxdisampaikan olehxpara ahlixtentang pengertianxbarang dan jasa.
a) Pengertian Barang

Barangxadalah setiapxbenda baikxberwujud maupunxtidak berwujudxbaik bergerak
maupunxtidak bergerak,xyang dapatxdiperdagangkan, dipakai,xdipergunakan atau
dimanfaatkanxoleh konsumenxatau pelakuxusaha danxjasa adalahxsetiap layanan
yang berbentukxpekerjaan atauxprestasi olehxkonsumen atauxpelaku usaha.6
Barangxjuga dapatxdisebut denganxistilah lainxyaitu komoditas,xjadi jikaxada orang
yangxmengatakan komoditasxadalah maka yangxia maksudxjuga adalahxbarang,
barangxdan komoditasxadalah duaxhal yangxsama. Barangxjuga dapatxdiartikan
sebagaixsuatu halxyang mempunyaixnilai, nilaixyang dimilikixoleh barangxinilah
yangxmenjadi penentuuntukxmenjadikan barangxtersebut sebagaixpemenuhan
kebutuhan manusia.
Nilai yang dimiliki oleh barang ini juga dapat disebut dengan manfaat dari barang
tersebut. Nilai atau, manfaat barang ini dapat dirasakan oleh manusiakhususnya
konsumen saat menggunakan dalam memenuhi kebutuhan. Nantinya setelah barang
tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia maka nilai atau manfaat
yang dimiliki akan berkurang atau habis. Pengertian barang dan jasa
terkadangmemang dapat dibedakan barang merupakan suatu hal yang dapat di sentuh
keberadaannya atau ada wujudnya sedangkan jasa adalah suatu hal yang tidak
berwujud atau tidak dapat disentuhkeberadaannya, barang memiliki fungsi
memenuhi kebutuhan manusia, dalam pelaksanaan fungsi ini, barang dapat diberidan
dari seseorang penjual ke seseorang pembeli.

b) Pembagian Barang

6 Ahmad Yani and Gunawan, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
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Barangxmerupakan sesuatuxyang banyakxsekali macamnya,xnamun secaraxgaris
besarxbarang dibagixdalam barangxberwujud danxtidak berwujudxdan barang
bergerakxserta barangxtidak bergerak.xBarang berwujudxmerupakan barangxyang
mempunyaixwujud tertentuxcontoh darixbarang bergerakxserta barangxtidak
bergerakxdiartikan sebagaixbarang yangxdapat berpindahxdari satuxtempat darixsatu
tempatxke tempatxyang lain,xcontoh darixbarang bergerakxyaitu, kapal,xperahu, dan
lainxsebagainya. Sedangkanxbarang tidakxbergerak merupakanxbenda yangxtidak
dapatxberpindah darixsatu tempatxke tempatxyang lain,xcontoh barangxtidak
bergerakxini yaitu,xtanah, pohon,xyang masihxmenancap akarnya,xdidalam tanah,
dan lainxsebagainya.

c) Pengertian Jasa
Jasaxadalah aktifitasxatau manfaatxyang ditawarkanxoleh satuxpihak kepadaxpihak
lainxyang padaxdasarnya tanpaxwujud danxtidak menghasilkanxkepemilikan apapun,
produksinyaxmungkin terkaitxatau tidakxkepada produkxfisik, aktivisnyaxseperti
menyewakanxkamar hotel.xJadi perusahaanxjasa yangxberhasil memfokuskan
perhatiannyaxpada karyawanxdan pelanggan.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Alat
Pengadaan alat sering terjadi karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau memaksa
karena harus menyelesaikan suatu proyek, dimana alternative lain tidak, Disamping itu
kontaktor tersebut tidak juga mempunyai beban untuk mencari pekerjaan yang sesuai
dengan alat-alat tersebut sepanjang umur ekonominya, untuk menjaga utilitasnya agar
tidak idle, darixsegi keuanganxtidak memberatkan,xkarena tidakxharus
mengeluarkanxuang sejumlahxharga alatxyang akanxdibeli, tetapixcukup
menyediakanxdana sewaxsaja. MembelixBaik MelaluixInvestasi LangsungxMaupun
MelaluixLeasing. Dalamxhal ini biasanyaxkontraktor inginxmemiliki alatxdengan
caraxmembeli sendirixperalatan yang diperlukanxuntuk melaksanakanxpekerjaan
Keuntunganxdari caraxini adalahxkontraktor yangxbersangkutan tidakxtergantung
darixpihak luarxdalam kebutuhanxalat, sehingga biayaxalat masihxdibawah
controlxkontarktor tersebut.xDisamping ituxalat-alat yang dimilikixakan
berfungsixsebagai keunggulanxkompetitif danxmemiliki nilaix"prestige".
Biasanyaxhambatan terbesarxuntuk pilihanxpengadaan jenisxini adalahxketidak
tersediaanxdana yangxcukup, karenaxkeputusan membelixalat berat inixmerupakan
keputusanxinvestasi, yaituxmenanam uangxyang besarxuntuk jangkaxwaktu yang
panjang.xBila hambatannyaxadalah masalahxdana, sedangxmanajemen cenderung
menginginkanxuntuk memilikixalat tersebut,xmaka biasanyaxditempuh caraxmembeli
melaluixleasing, yaituxmembeli denganxcara mengangsur,xpada perusahaanxyang
melayanixleasing. Jangkaxwaktu leasingxbergantung kondisixkeuangan darixperusahaan
darixperusahaan danxkesepakatan keduaxbelah pihak.
Ancaman utama yang dihadapi kontraktor yang memilih banyak alat adalah persoalan
pemeliharaan untuk dapat mencapai tingkat utilitas yang layak. Karena akan berpengaruh
terhadap perhitungan laba/rugi usaha dari perusahaan. Disamping itu kontraktor yang
bersangkutan juga menghadapi resiko yang berat bila terjadi resesi ekonomi, alat menjadi
sulit untuk dijual kembali, karena daya beli masyrakat juga menurun. Dengan demikian
perusahaan dapat mengambil keuntungan dari masing- masing cara serta menghindari
kerugiannya.7

7 Ir Asiyanto and IPM MBA, “Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi, Penerbit PT,” Pradnya Paramita.
Jakarta, 2008.
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Pada umumnya perusahaan menempuh cara ini, yaitu dengan cara membeli alat-alat
tertentu yang menjadi kebutuhan utama dari pekerjaan yang dibidanginya untuk
mengurangi ketergantungan dari pihak lain, dengan pembelian melalui leasing. Kondisi
leasing dapat dua macam, yaitu yang pertama alat dibayar secara leasing kemudian
diakhiri perjanjian alat dapat dibeli oleh pembeli leasing, yang kedua setelah berakhir alat
dapat dijual sisa nilainya kepada penjual leasing Keputusan ini memerlukan suatu
kebijakan yang jelas, yaitu apakah alat dapat dimiliki atau tidak, setelah berakhirnya
masa perjanjian leasing."8
Adapunxbiaya alatxberat dapatxdibagi dixdalam duaxkategori, biayaxkepemilikan
alatxdan biayaxpengoperasian alat.xKontraktor yangxmemiliki alatxberat harus
menanggungxbiaya yangxdisebut biayaxkepemilikan alatxberat (ownership cost).xPada
saatxalat beratxdioperasikanxmaka makaxada biaya pengoperasianx(operation chost).
Perhitunganxbiaya kepemilikanxalat beratxdidasarkan padaxilmu ekonomixrekayasa.
Padaxilmu inixuang mempunyaixnilai terhadapxwaktu sebagaixcontoh nilaixuang
sebesar satuxjuta rupiahxsaat inixtidak akanxsama nilainyaxdengan beberapaxtahun
yangxakan datangxAtau dapatxdikatakan terhadapxnilai waktuxterhadap uangx(time
value of money). Konsepxini darixnilai waktuxterhadap uangxdinotasikanxdengan
waktux(time, 1) dan bungax(interest, i).

3. Tinjauan Umum Tentang Proyek
a) Pengertian Proyek

Proyekxadalah suatuxusaha untukxmencapai suatuxtujuan tertentuxyang
dibatasixoleh waktuxdan sumberxdaya yangxterbatas Sehinggaxpengertian proyek
konstruksixadalah suatuxupaya untukxmencapai suatuxhasil dalamxbentuk bangunan
atauxinfrastruktur.9

b) Macam-Macam Proyek
Proyek konstruksi terdiri dari beberapa macam, yaitu:
1) ProyekxGedung

Alatxberat yangxumum dipakaixdalam proyekxgedung adalahxalat pemancang
tiangxpondasi (pile driving),xalat penggalix(backhoe) untukxpenggalian
basement,xcrane untukxpemindahan vertical,xtruck, concrete,xmixer, danxlain-
lain. Concrete mixer igunakanxsebagai pencampurxadukan betonxdan concrete
mixer truck sebagaixpengangkut campuranxbeton. Alatxpemadat jugaxsering
digunakanxuntuk pemadatanxdi sekitarxbasement.

2) Proyek Jalan
Proyekxjalan padaxumumnya menggunakanxalat pemadat,xloader, danxlain-
lain Alatxgali digunakanxuntuk menggalixsaluran dixsekitar badanxjalan. Dozer
berfungsixuntuk mengupasxuntuk mengupasxtanah danxgrader untuk
membentukxpermukaan tanahxLoader digunakanxsebagai pemuatxtanah
kedalamxtruk Untukxjalan denganxpengerasan lenturxdigunakan asphaltxmixing
plantxyang berfungsixuntuk mencampurkanxbahan campuranxaspal yang
kemudianxdisebarkan, diratakanxdan dipadatkanxdengan menggunaxasphalt
finisher.xSedangkan untukxpengerasan kakuxbeton diolahxdengan

8 Ibid, hlm. 9
9 http//www.digilib.pertra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x-0&submit.y=0&qual-hi gh&fname-
/junkpe/sl/sipt/2009/junkpe-as-s1-2009-21405036-12892-proyek_konstruksi-chapter2.pdf, diakses terakhir pada
tanggal 12 juli 2023
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menggunakan concrete batching plantxyang kemudianxdipindahkan
denganxmenggunakan truk mixer.

3) Proyek Jembatan
Alatxberat yangxdigunakan untukxproyek jembatanxantara lainxadalah alat
pemancangxtiang pondasi,xalat penggali,xcrane, truck,xconcrete mixerxatau
concretexmixer truck,xalat pemadat,xdan lain-lain.

4) Proyek Bendungan
Proyekxbendungan padxumumnya menggunakanxalat penggalixtanah, crane,
truck,xconcrete mixerxtruck, alatxpemadat tanah,xloader, bulldozer,xgrad Alat
penggalixtanah yangxumum dipakaixuntuk proyekxdam berupaxbackhoe.
Concretexmixer digunakanxuntuk mencampurkanxbahan pembuatanxbeton yang
dipakaixuntuk pembuatanxdinding penahanxtanah. 10

4. Tinjauan Umum Tentang Anti Monopoli
a) Pengertian Umum Anti Monopoli

Monopolixterbentuk jikaxhanya satuxpelaku mempunyaixcontrol eksklusifxterhadap
pasokanxbarang danxjasa disuatuxpasar, danxdengan demikianxjuga terhadap
penentuanxharganya. Karenaxdalam pasarxterdapat transaksixpembelian disamping
penjualan,xmaka dapatxdibedakan antaraxadanya monopolixberupa penjualxtunggal,
danxmonopsony yangxmenyangkut pembelixtunggal.
Monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.
Sedangkan konglomerasi merupakanxproses atauxkeadaan yangxmembentuk
kumpulanxatau penyatuanxberbagai elemen,xDalam kegiatanxbisnis, konglomerasi
terjadixmelalui mergerxatau penggabunganxberbagai unitxusaha. Denganxsendirinya
konglomerasixmemperbesar ukuranxdan memperluasxlingkup suatuxperusahaan.
DalamxBlack's LawxDictory, monopolixdiartikan sebagaixa privilegexor peculiar
advantagexvested inxone orxmore personsxor companies,xconsisting inxthe exclusive
rightx(or power) toxcarry on axparticular businessxor tradexmanufacturexa
particularxarticle, orxcontrol thexsale of thexwhole supplyxof a
particularxcommodity. Yaitu hak istimewaxatau keuntungan pribadi anch
dalamxsatu atauxlebih orangxatau perusahaanxyang terdirixdalam hakxekslusif (atau
kekuasaan) untukxmenjalankan suatuxbisnis tertentuxatau perdagangan,xpembuat
artikelxtertentu, atauxcontrol penjualanxpasokan seluruhxkomoditas tertentu.
Berbedaxdengan definisixyang diberikanxdalam Undang-Undangxyang secars
langsungxmenunjuk padaxpenguasa pasar,xdalam Black's Lawxdictionary penekanan
lebihxdiberikan padaxadanya suatux"hak istimewa" (privilege)xyang menghapus
persainganxbebas, yangxtentu padaxakhirnya jugaxakan menciptakanxpenguasa
pasar.xSelanjutnya dalamxBlack's Law dictionaryxdikatakan "monopoly as
prohibited by section two of the sherman antitrust act, has two element”.
1) Possessions of monopoly power in relevant market, memiliki kekuatan monopoli

di pasar yang relevan
2) Willful acquisition or maintenance of that power" akuisisi disengaja atau

pemeliharaan kekuasaan

10 Sury Fatma Rostiyanti, Als Berat Unnak Proyek Kontruksi (Jakarta: PT. Rincks Cipta, 2008).



Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)

Volume 6 Nomor I Maret 2024

Artikel

249

Dalam hal ini jelas bahwa monopoli yang dilarang oleh Section 2 dari Sherman Act
adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk
mempertahankannya melakukan persaingan, dan atau untuk tetap.

b) Pengaturan Tindak Pidana Anti Monopoli
Halxini memberikanxkonsekuensi dimungkinkanxdan diperkenankannyaxmonopoli
yangxterjadi secaraxalamiah, tanpaxadanya kehendakxdari pelakuxusaha tersebut
untukxmelakukan monopolixSection 2xdari ShermanxAct memangxlebih
menekankanxpada prosesxterjadinya monopolisasixdan bukanxpada monopolixyang
adaxAda beberapaxargument yangxdapat dikemukakanxsehubungan denganxproses
terjadinyaxmonopoli secaraxalamiah.xHal-hal tersebutxantara lainxmeliputi hal-hal
berikutxdi bawahxini
1) Monopolixterjadi sebagaixakibat darixsuatu "superior skill,xyang salahxsatunya

dapatxterwujud darixpemberian hakxpaten secaraxeksklusif olehxnegara.
berdasarkanxpada peraturanxperundang-undangan yangxberlaku pada
pelakuxusaha tertentuxatas hasilxriset pengembanganxatas teknologixtertentu
Selainxitu adaxjuga yangxdikenal denganxistilah "made reser", yangxmeskipun
tidakxmemperolehxeksklusif "pengakuan" olehxnegara, namunxdengan
teknologi "rahasia" nyaxmampu membuatxsuatu produkxsuperior.

2) Monopolixterjadi karenaxpemberian negaraxdi Indonesia halxini sangatxjelas
dapatxdilihat darixpelaksanaan ketentuanxPasal 33 ayatx(2) danxPasal 33xayat
(3) Undang-UndangxDasar NegaraxRepublik Indonesiax1945 yangxdikutip
kembalixdalam Pasalx51 undang-undangxini. Monopolixmerupakan suatu
"historical accident".xDikatakan sebagaix"historical accident" olehxkarena
monopolixtersebut terjadixkarena tidakxsengaja, danxberlangsung
karenaxproses alamiah,xyang ditentukanxoleh beebagaixfactor terkaitxdimana
monopoli tersebutxterjadi Dalamxhal ini penilaixmengenai pasarxbersangkutan
yang memungkinkanxterjadinya monopolixmenjadi sangatxrelevan.

II. PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
1. RencanaxUmum PengadaanxBarang dan JasaxPemerintah
Rencanaxumum pengadaanxbarang danxjasa Pemerintahxmemiliki prosedurxpenyusunan
rencanaxumum pengadaanxbarang danxjasa pemerintahxtatacara perumusanxkegiatan
persiapanxpengadaan barangxdan jasa,xyang dimulaixdari mengidentifikasixkebutuhan
barangxdan jasaxsampai denganxdiumumkannya RencanaxUmum PengadaanxBarang
dan Jasaxoleh Pengguna Anggaran, ini adalah salah satu prosedur dalam pelaksanaan
proyek pengadaan barang dan jasa untuk menghindari proyek yang dilakukan tanpa
proses tender. Pentingnya prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan
jasa pemerintah dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa meliputi sebagai berikut:
a. Mengindentifikasi kebutuhanxbarang dan jasa yangxdiperlukan Komisi, Lembaga,

Daerah dan Instansi;
b. Menyusunxdan menetapkanxrencana penganggaranxuntuk pengadaanxbarang dan

jasaxsebagaimana dimaksudxpada ayat (2);
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c. Menetapkanxkebijakan umumxtentang; (1)xPemaketan pekerjaan,x(2) Cara
PengadaanxBarang danxJasa, danx(3) PengorganisasianxPengadaan Barangxdan
Jasa;

d. MenyusunxKerangka AcuanxKerja (KAK).
Berkaitan Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur penyusunan rencana
umum pengadaan barang dan jasa pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Penajam Paser
Utara, adapun prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa
pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai
berikut:
a. Identifikasixkebutuhan barangxdan jasa;
b. Penyusunanxdan penetapanxrencana penganggaran;
c. Penetapanxkebijakan umumxtentang pemaketanxpekerjaan;
d. Penetapanxkebijakan umumxtentang caraxpengadaan, yangxmeliputi Pengadaan

denganxcara Swakelola,xdan Pengadaanxdengan menggunakanxPenyedia
Barangxdan Jasa;

e. Penetapanxkebijakan umumxtentang pengorganisasianxpengadaan;
f. PenyusunanxKerangka AcuanxKerja (KAK);
g. Penyusunanxjadwal kegiatanxpengadaan;
h. PengumumanxRencana UmumxPengadaan.
2. Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Dalam menjalankan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang efektif dan efisien
dianggap perlu sehingga tidak menimbulkan penyimpangan mekanisme dan persaingan
usaha tidak sehat yang berdampak pada kerugian negara Oleh karena itu, masalah ini
perlu mendapat perhatian yang serius Pentingnya pelaksanaan proyek pengadaan barang
dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum memperoleh perhatian serius, dapat
dilihat dari Peraturan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang jasa konstruksi, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Sepanjang menyangkut pelaksanaan
proyek pengadaan barang dan jasa pemerintahan dalam Peraturan Undang-Undang dan
Peraturan Presiden tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa

konstruksi Pentingnya pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah
diatur dalam peraturan undang-undang adalah sebagai berikut:
1) Penyelenggaraanxpekerjaan konstruksixmeliputi tahapxperencanaan danxtahap

Pelaksanaanxbeserta pengawasannyaxyang masing-masingxtahap dilaksanakan
melaluixkegiatan penyiapan,xpengerjaan, danxpengakhiran.

2) Penyelenggaraanxpekerjaan struksixwajib memenuhixketentuan tentang
keamanan,xkeselamatan danxkeselamatan kerja,xperlindungan tenagaxkerja,
sertaxtata lingkunganxsetempat untukxmenjamin terwujudnyaxtertib
penyelenggaraanxpekerjaan konstruksi.

3) Paraxpihak dalamxmelaksanakan ketentuanxsebagaimana dimaksudxpada ayat
(1) harusxmemenuhi kewajibanxyang dipersyaratkanxuntuk ayat (1)xharus
memenuhixkewajiban yangxdipersyaratkan untukxmenjamin berlangsungnya
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tertibxpenyelenggaraan pekerjaanxkonstruksi sebagaimanaxdimaksud padaxayat
(2).

4) Penyelenggaraanxpekerjaan konstruksixsebagaimana dimaksudxpada ayat (1)
danxayat (2)xdiatur lebihxlanjut denganxPeraturan Pemerintah.

5) Penyediaxjasa dalamxpenyelenggaraan pekerjaanxkonstruksi dapat
menggunakanxsubpenyedia jasaxyang mempunyaixkeahlian khususxsesuai
denganxmasing-masing tahapanxpekerjaan konstruksi.

6) Subpenyedia jasaxsebagaimana dimaksudxpada ayatx(1) harusxmemenuhi
persyaratanxsebagaimana dimaksudxdalam Pasalx8 danxPasal 9.

7) Penyediaxjasa sebagaimanaxdimaksud padaxayat (1) wajibxmemenuhi hak-hak
subpenyediaxjasa sebagaimanaxtercantum dalamxkontrak kerjaxkonstruksi
antaraxpenyedia jasa xdan subpenyediaxjasa.

8) Subpenyediaxjasa sebagaimanaxdimaksud padaxayat (3) wajibxmemenuhi
kewajiban-kewajibannyaxsebagaimana tercantumxdalam kontrakxkerja
konstruksixantara penyediaxjasa dan subpenyediaxjasa.

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah dalamxpelaksanaan PengadaanxBarang danxJasa
Pemerintahxwajib memenuhixpersyaratan sebagaixberikut:
1) Memenuhixketentuan peraturanxperundang-undangan untukxmenjalankan

kegiatanxdan usaha;
2) Memilikixkeahlian, pengalaman,xkemampuan teknisxdan manajerialxuntuk

menyediakanxBarang danxJasa;
3) Memperolehxpaling kurangx1 (satu) pekerjaanxsebagai PenyediaxBarang dan

Jasaxdalam kurunxwaktu 4x(empat) tahunxterakhir baikxdilingkungan
pemerintahxmaupun swasta,xtermasuk pengalamanxsubkontrak;

4) Ketentuanxsebagaimana dimaksudxpada hurufxc, dikecualikanxbagi Penyedia
barangxdan jasaxyang baruxberdiri kurangxdari 3x(tiga) tahun;

5) Memilikixsumber dayaxmanusia, modal,xperalatan danxfasilitas lainxyang
diperlukanxdalam PengadaanxBarang danxJasa;

6) Dalamxhal barangxdan jasaxakan melakukanxkemitraan, penyediaxbarang dan
jasaxharus mempunyaixperjanjian kerjaxsama operasixatau kemitraanxyang
memuatxpersentase kemitraanxdan perusahaanxyang mewakilixkemitraan
tersebut;

7) Memilikixkemampuan padaxbidang pekerjaanxyang sesuaixuntuk UsahaxMikro,
UsahaxKecil danxkoperasi kecilxserta kemampuanxpada subbidangxpekerjaan
yangxsesuai untukxusaha non-kecil;

8) MemilikixKemampuan Dasarx(KD) untukxusaha non-kecil,xkecuali untuk
PengadaanxBarang danxJasa Konsultansi;

9) Khususxuntuk PengadaanxPekerjaan Konstruksixdan JasaxLainnya, harus
memperhitungkanxSisa KemampuanxPaket (SKP)xsebagai berikutxSKP KP-P.

3. Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupeten Penajam
Paser Utara guna mencegah pelaksanaan proyek yang dilakukan tanpa proses tender
khususnya yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara, adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
Persiapan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa pengadaan yang
menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun
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perorangan, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.
Perencanaan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, dapat dilakukan oleh PPK
dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan, sebagai berikut:
1) Penyerahan Dokumen Rencana Umum Pengadaan

PA menyerahkan dokumen Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan Unit
Lelang Pemerintah (ULP)/Pejabat Pengadaan.

2) Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat
koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a) PPK mengundang Unit Lelang Pemerintah (ULP/Pejabat Pengadaan dan

Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
b) Pembahasan Rencana Umum Pengadaan dilakukan sesuai dengan Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.

b. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, yang meliputi penetapan metode
pemilihan penyedia barang dan jasa
1) Metode pemilihan Penyedia Barang. Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya

a) Unit Lelang Pemerintah (ULP)/Pejabat Pengadaan menyusun dan
menetapkan metode pemilihan Penyedia Burang, Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Lainnya;

b) Pemilihan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada
prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi;

c) Metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan sederhana,
penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes atau sayembara.

2) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Penetapan metode pemilihan Penyedia barang dan jasa, dilakukan sesuai
ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
a) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran

i. Unit Lelang Pemerintah (ULP)/PP menyusun dan menetapkan metode
Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia Barang dan Jasa;

ii. Metode penyampaian dokumen penawaran terdiri atas metode satu
sampul, metode dua sampul. Atau metode dua tahap.

4. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran penyedia barang dan jasa
dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

a. Penetapanxmetode evaluasixpenawaran
Metodexevaluasi penawaranxuntuk pengadaanxbarang, pekerjaanxkonstruksi
danxjasa lainnya:
1) Penetapanxmetode evaluasixpenawaran untukxpengadaan barang.xpekerjaan

konstruksixdan jasaxlainnya, menggunakanxpenilaian sistemxgugur,
2) Dikecualikanxuntuk PengadaanxBarang danxJasa Lainnyaxyang bersifat

kompleks,xyang dapatxmenggunakan metodexevaluasi sistemxnilat
3) Metodexevaluasi denganxsistem gugurxmerupakan evaluasixpenilaian

penawaranxdengan caraxmemeriksa danxmembandingkan dokumenxpenawaran
terhadapxpemenuhan persyaratanxyang telahxditetapkan dalamxdokumen
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pemilihanxpenyedia barangxdan jasaxdengan urutanxproses evaluasixdimulai
darixpenilaian persyaratanxadministrasi, pensyaratanxteknis dan kewajaran
harga,xdan terhadapxPenyedia Barangxdan Jasaxyang tidakxlulus
penilaianxpada setiapxtahapan dinyatakanxgugur,

4) Metodexevaluasi sistemxnilai merupakanxevaluasi penilaianxpenawaran dengan
caraxmemberikan nilaixangka tertentuxpada setiapxunsur yangxdinilai,
berdasarkanxkriteria danxbobot yangxtelah ditetapkanxdalam dokumen
pemilihanxpenyedia barang,xpekerjaan konstruksixdan jasaxlainnya, kemudian
membandingkanxjumlah perolehanxnilai darixpara peserta.

B. Penegakan Huku Terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Pelaksanaan
Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Tanpa Melalui
Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dalam hal ini, menyangkut permasalahan yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara

yaitu Pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan proyek tanpa proses tender pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam memastikan tegaknya penegakan
hukum ini, sangat diperlukan aparatur penegak hukum guna menegakkan hukum serta
mematuhi hukum yang ada di Indonesia, secaraxsosiologis, makaxsetiap penegakxhukum
tersebutxharus mempunyaixkedudukan (status)xdan perananx(role). Kedudukanx(social)
merupakanxposisi tertentuxdidalam strukturxkemasyrakatan, yangxmungkin tinggi,xsedang-
sedang sajaxatau rendah.xKedudukan tersebutxmerupakan suatuxwadah, yangxberisi hak-hak
danxkewajiban-kewajiban tadixmerupakan perananxOleh karenaxitu, seseorangxyang
mempunyaixkedudukan tertentu,xlazimnya dinamakanxpemegang peranan.xSuatu hakxyang
merupakanxwewenang untukxberbuat atauxtidak berbuat,xsedangkan kewajibanxadalah
beban atauxtugas. 11

Diperkenankanxuntuk menggunakanxdaya paksaxPengertian penegakanxhukum
ituxdapat pulaxditinjau darixsudut objeknya,xyaitu darixsegi hukumnya.xDalam halxini,
pengertiannya jugaxmencakup maknaxyang luasxdan sempit. Dalamxarti luas,xpenegakan
hukumxitu mencakupxpula nilai-nilaixkeadilan yangxterkandung dixdalamnya bunyixaturan
formal maupunxnilai-nilai keadilanxyang hidupxdalam masyarakat.xTetapi, dalamxarti
sempit, penegakanxhukum ituxhanya menyangkutxpenegakan peraturanxyang formalxdan
tertulisxsaja. Karenaxitu, penerjemahanxperkataan lawxenforcement kexdalam bahasa
Indonesiaxdalam menggunakanxperkataan penegakan hukumxdalam artixluas danxdapat pula
digunakanxistilah 'penegakan peraturan' dalamxarti sempitxPembedaan antaraxformalitas
aturanxbukum yangxtertulis denganxcakupan nilaixkeadilan yangxdikandungnya inixbahkan
jugaxtimbul dalamxbahasa Inggerisxsendiri denganxdikembangkannya istilahx'the rule of
law' versusx'the rule of just law' atauxdalam istilahx'the rule of law and not of man'
versusxistilah 'the rule by law'xyang berartix'the rule of man by lawxDalam istilahx'the rule of
law terkandung maknaxpemerintahan olehxhukum, tetapixbukan dalamxartinya yangxformal,
melainkan mencakupxpula nilai-nilaixkeadilan yangxterkandung dixdalamnya. Karenaxitu,
digunakan istilah 'the rule of just law' Dalamxistilah 'the rule of law and not of man'
dimaksudkanxuntuk menegaskanxbahwa padaxhakikatnya pemerintahanxsuatu
negaraxhukum modernxitu dilakukanxoleh hukum,xbukan olehxorang Istilahxsebaliknya

11 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004, http://senayan.iain-
palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=.
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adalahxthe rule by law yang dimaksudkanxsebagai pemerintahan olehxorang
yangxmenggunakan hukumxsekedar sebagai alat kekuasaanxbelaka.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam memberantas pelaksanaan proyek
pengadaan barang dan jasa tanpa tender telah dilakukan tetapi belum memperlihatkan hasil
yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di
Kabupaten Penajam paser Utara, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di
Penajam Kabupaten Penajam Paser utara yang sampai saat ini tidak dikenai sanksi

Dalam permasalahan ini terkait kurang optimalnya penegak hukum dalam penanganan
pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender yang
mengalami permasalahan dalam hal kesulitan yang dialami dalam mencari bukti yang akurat,
sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak
diteruskan oleh penyidik karena tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup, belun
jelasnya apa yang dikategorikan pelelangan, seleksi atai penunjukan langsung dan tidak
langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri.

Seharusnya penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam
pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakaukan tanpa proses
tender ini untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum,
maka kualitas dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan terutama dalam aspek
pengawasannyaPejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender mengakibatkan
penyimpangan mekanisme yang berujung terjadinya potensi kerugian negara, menimbulkan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dinilai tidak transparan dan tidak
dilakukan tender secara terbuka, hal ini menunjukan bahwa PPTK tidak
melaksanakanxprogram danxkegiatan denganxtugas yangxmencakup Pasalx12 ayatx(2), yaitu:
1. Mengendalikanxpelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkanxperkembangan pelaksanaanxkegiatan.
3. Menyiapkanxdokumen anggaranxatas bebanxpengeluaran pelaksanaanxkegiatan.

Denganxdemikian PPTKxseharusnya bertanggungjawabxkepada PA/KPAxPasal 13xayat
(2)xPemilihan PPTKxberdasarkan padaxpertimbangan kompetensixjabatan, anggaran
kegiatan,xbeban kerja,xlokasi, danxatau rentangxkendali danxpertimbangan objektifxlainnya
(Pasal 13 ayat 1)xBerdasarkan uraianxdi atas, PPTKxmerupakan pelaksanaxsekaligus
penanggungxjawab kegiatanxdi unitxkerja SKPD.

Sepertixdisebut dixatas, secaraxobjektif, normaxhukum yangxhendak ditegakkan
mencakupxpengertian hukumxformal danxhukum materiel.xHukum formalxhanya
bersangkutanxdengan peraturanxperundang-undangan yangxtertulis, sedangkanxhukum
materielxmencakup pulaxpengertian nilai-nilaixkeadilan yangxhidup dalamxmasyarakat.
Dalamxbahasa yangxtersendiri, kadang-kadangxorang membedakanxantara pengertian
penegakanxhukum danxpenegakan keadilanxPenegakan hukumxdapat dikaitkanxdengan
pengertianxlaw enforcementxdalam artixsempit, sedangkanxpenegakan hukumxdalam arti
luas,xdalam artixhukum materiel,xdiistilahkan denganxpenegakan keadilan.xDalam bahasa
Inggerisxjuga terkadangxdibedakan antaraxkonsepsi 'court of law'xdalam artixpengadilan
hukumxdan 'court of justice'xatau pengadilanxkeadilan.

Setiapxnorma hukum sudahxdengan sendirinyaxmengandung ketentuanxtentang hak-hak
danxkewajiban-kewajiban paraxsubjek hukumxdalam laluxlintas hukum.xNorma norma
hukumxyang bersifatxdasar, tentulahxberisi rumusanxhak-hak danxkewajiban-kewajiban
yang jugaxdasar danxmendasar Karenaxitu, secaraxakademis, sebenarnya,xpersoalan hakxdan
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kewajibanxasasi manusiaxmemang menyangkutxkonsepsi yangxniscaya adaxdalam
keseimbanganxkonsep hukumxdan keadilan

Hukum kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari struktur social, politik, dan
ekonomi masyrakat, karena ia akan memasuki hampir semua bidang kehidupan manusia. Oleh
karena itu, hukum wajib memberikan penegakkan hukum 21 terhadap pembentukan struktur
kehidupan masyrakatnya Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama
"dimana" ada masyrakat "disitu" ada hukum. Namun diantara anggota masyarakat terdapat
kepentingnan yang berbeda- beda sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat
mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat

Dalamxmemastikan tegaknyaxpenegakan hukumxini, apabilaxdiperlukan. aparatur
penegakxhukum inixdiperkenankan untukxmenggunakan dayaxpaksa Pengertianxpenegakan
hukumxitu dapatxpula ditinjauxdari sudutxobjeknya, yaituxdari segixhukumnya. Dalamxhal
ini,xpengertiannya jugaxmencakup maknaxyang luasxdan sempit.xDalam artixluas,
penegakan hukumxitu mencakupxpula nilai-nilaixkeadilan yangxterkandung dixdalamnya
bunyixaturan formalxmaupun nilai-nilaixkeadilan yangxhidup dalamxmasyarakat
Tetapi,xdalam artixsempit, penegakanxhukum ituxhanya menyangkutxpenegakan
peraturanxyang formal dan tertulisxsaja. Karenaxitu, penerjemahanxperkataan law
enforcement' kexdalam bahasa Indonesiaxdalam menggunakanxperkataan penegakanxhukum
dalamxarti luasxdan dapatxpula digunakanxistilah penegakanxperaturan dalamxarti
sempit.xPembedaan antaraxformalitas aturanxhukum yangxtertulis denganxcakupan
nilaixkeadilan yangxdikandungnya inixbahkan jugaxtimbul dalamxbahasa Inggerisxsendiri
denganxdikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam
istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law "yang berarti the rule of
man by law Dalam istilah 'the rule of law terkandung makna pemerintahanxoleh
hukum,xtetapi bukanxdalam artinyaxyang formal,xmelainkan mencakup pulaxnilai-nilai
keadilanxyang terkandungxdi dalamnya.xKarena itu,xdigunakan istilahx'the rule of just law.
Dalam istilah 'the rule of law and not of man dimaksudkan untuk menegaskan bahwaxpada
hakikatnyaxpemerintahan suatuxnegara hukumxmodern ituxdilakukan oleh hukum,xbukan
olehxorang Istilahxsebaliknya adalahx'the rule by law yangxdimaksudkan
sebagaixpemerintahan olehxorang yangxmenggunakan hukumxsekedar sebagaixalat
kekuasaanxbelaka.

Aparaturxpenegak hukumxmencakup pengertianxmengenai institusixpenegak hukum dan
aparatx(orangnya) penegakxhukum. Dalamxarti sempit,xaparatur penegakxhukum yang
terlibatxdalam prosesxtegaknya hukumxitu, dimulaixdari saksi,xpolisi, penasehatxhukum,
jaksa,xhakim, danxpetugas sipirxpemasyarakatan. Setiapxaparat danxaparatur terkait
mencakupxpula pihak-pihakxyang bersangkutanxdengan tugasxatas perannyaxyaitu terkait
denganxkegiatan pelaporanxatau pengaduan,xpenyelidikan, penyidikan,xpenuntutan,
pembuktian,xpenjatuhan vonisxdan pemberianxsanksi, sertaxupaya pemasyarakatanxkembali
(resosialisasi)xterpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang
mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung
dan mekanisme kerja kelembagaannya;

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan
aparatnya, dan
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3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang
mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya
maupun hukum acaranya.

Upayaxpenegakan hukumxsecara sistemikxharuslah memperhatikanxketiga aspekxitu
secaraxsimultan, sehinggaxproses penegakanxhukum danxkeadilan ituxsendiri secaraxinternal
dapatxdiwujudkan secaraxnyata. Namun,xselain ketigaxfaktor dixatas, keluhanxberkenaan
denganxkinerja penegakanxhukum dixnegara kitaxselama ini,xsebenarnya jugaxmemerlukan
analisisxyang lebihxmenyeluruh lagi.xUpaya penegakanxhukum hanyaxsatu elemenxsaja dari
keseluruhanxpersoalan kitaxsebagai NegaraxHukum yangxmencita-citakan
upayaxmenegakkan danxmewujudkan keadilanxsosial bagixseluruh rakyatxIndonesia. Hukum
tidakxmungkin akanxtegak, jikaxhukum ituxsendiri tidakxatau belumxmencerminkan
perasaan atauxnilai-nilai keadilanxyang hidupxdalam masyarakatnya.xHukum tidakxmungkin
menjaminxkeadilan jikaxmaterinya sebagianxbesar merupakanxwarisan masaxlalu yangxtidak
sesuaixlagi denganxtuntutan zamanxArtinya, persoalanxyang kitaxhadapi bukanxsaja
berkenaanxdengan upayaxpenegakan hukumxtetapi jugaxpembaruan hukumxatau pembuatan
hukumxbaru. Karenaxitu, adaxempat fungsixpenting yangxmemerlukan perhatianxyang
seksama,xyang yaitu:

1. Pembuatan hukum (the legislation of law atau law and rule making).
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and

promulgation of law, dan
3. Penegakan hukum (the enforcement of law) Ketiganya membutuhkan dukungan yang

keempat,
4. Adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang

dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).
Karenaxitu, pengembanganxadministrasi hukumxdan sistemxhukum dapatxdisebut

sebagaixagenda pentingxyang keempatxsebagai tambahanxterhadap ketigaxagenda
tersebutxdi atas.xDalam artixluas, 'the administration of law ituxmencakup
pengertianxpelaksanaan hukum (rules executing) danxtata administrasixhukum ituxsendiri
dalamxpengertian yangxsempit. Misalnyaxdapat dipersoalkanxsejauhmana
sistemxdokumentasi danxpublikasi berbagaixproduk hukumxyang adaxselama inixtelah
dikembangkanxdalam rangka pendokumentasianxperaturan-peraturan (regels),xkeputusan
keputusanxadministrasi negara (beschikkings),xataupun penetapanxdan putusanx(vonis)
hakimxdi seluruhxjajaran danxlapisan pemerintahanxdari pusatxsampai kexdaerah-daerah.
Jikaxsistem administrasinyaxtidak jelas, bagaimanaxmungkin aksesxmasyarakat
luasxterhadap anekaxbentuk produkxhukum tersebut dapatxterbuka?xJika aksesxtidak
ada,xbagaimana mungkinxmengharapkan masyarakatxdapat taatxpada aturanxyang
tidakxdiketahuinya? Meskipunxada teorixfikrie' yangxdiakui sebagai doktrinxhukum
yangxbersifat universal,xhukum jugaxperlu difungsikanxsebagai sarana pendidikanxdan
pembaruanxmasyarakat (social reform),xdan karenaxitu ketidaktahuan masyarakatxakan
hukumxtidak bolehxdibiarkan tanpaxusaha sosialisasixdan pembudayaan hukumxsecara
sistematisxdan bersengaja.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melalui penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
pemerintah secara elektronik Komisi, Lembaga, Daerah dan Instansi wajib melaksanakan
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pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket-paket
pekerjaan. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih
meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas
dalam pembelanjaan uang negara. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan
proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara, sejau ini prosedur dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek barang
dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang
berlaku. Adapun bentuk perwujudan Sebagai pedoman bagi ULP (pokja atau panitia
pengadaan) atau pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah secara elektronik dengan tujuan agar Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan
Komisi, Lembaga, Daerah, Instansi sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan
ternyata tidak berjalan efektif, dalam pelaksanaan dan proses proyek pengadaan barang dan
jasa pemerintah masih saja ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dilakukan
para pejabat pelaksana yang sebagian besar berkelompok dan berkerjasama dengan pelaku
usaha.

Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam
pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses
tender pada dinas pekerjaan umum telah dilakukan tetapi belum memperlihatkan hasil yang
maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten
Penajam paser Utara, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di Penajam
Kabupaten Penajam Paser utara yang sampai saat ini tidak dikenai sanksi

Dalam permasalahan ini terkait kurang optimalnya penegak hukum dalam penanganan
pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender yang
mengalami permasalahan dalam hal kesulitan yang dialami dalam meticari bukti yang akurat,
sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalarn pesanan proyek pengadaan barang
dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak
diteruskan oleh penyidik karena tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup, belun
jelasnya apa yang dikategorikan pelelangan seleksi mas penunjukan langsung dan tidak
langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri.

B. Saran
Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada wilayah Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari pelaksanaan tugas
dilapangan khususnya pengawasan dan koordinasi, agar (a) Pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa terhindar dari penyimpangan mekanisme yang berakibat pada kerugian negara,
(b) koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan lebih menekankan prosedur dan
ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah
menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari upaya pemerintah
dalam rangka pembinaan agar pelaksanan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dapat
berjalan dengan efektif dan efesien.

Penegakan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam
pelaksanaan prosek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses ster
pada dinas pekerjaan umur agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan
menjamin kepastian hukum, maka kualitas dari aparat penegak hukum joj pelaksana teknis
kegiatan harus tingkatkan terutama dalam aspek wannya sarta diberikan pembinaan, agar:
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Dalam hal pembinaan yang diberikan kepada pejala pelaksana teknis kegiatan selain saksi
pidana sanksi perdata, dan sanksi administrasi juga diberikan pembinaan bagi para pejabat
pelaksana teknis kegiatan agar lebih bertanggungjawab lagi serta dapat memberikan efek jera.
Menghindari kerugian negara yang disebabkan oleh pelaksanaan proyek pengadaan barang
dan jasa pemerintah tanpa proses tender dengan melalui koordinasi antara pemerintah dan
pejabat yang terkait sehingga tidak menimbulkan kerugian negara untuk pelaksanaan proyek
pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya.

Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada wilayah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari pelaksanaan tugas
dilapangan khususnya pengawasan dan koordinasi, agar:
Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa terhindar dari penyimpangan mekanisme yang
berakibat pada kerugian negara,
koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan lebih menekankan prosedur dan ketentuan-
ketentuan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut
peraturan dan undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam
rangka pembinaan agar pelaksanan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dapat berjalan
dengan efektif dan efesien
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